
PItttAl'UltAN DAliltAH t'ttot'tNSl MAl,Lll(Lt U]'AttA
NOMOR: ! 'l'AlllrN 2008

'l'l.N'l':\N(J

PEI{UBAI"IAN ANGGARAN PIINDAPA.I'AN DAN Itlll.AN.lA DAIiI{n H

I'ROPINSI MALtlKtl tr'l'AltA'l'AlltrN r\N(J(JARnN 200t1

DENGAN RAI.IMA'I TUTIAN YANG N4AI-IA I.]SA

Meninrbang :4.

GUItEttNt_lR MALtrKtl U'I'AI{A,

bahwa dengan aclan-r,"a kebi.iahan Pc-nrcrintah Pusat clalr ataLl

Pemerintah l)aerah -',"ang bersilat strategis / penvcsuaian akibat tidak

tcrcapainl il tarsct pcrrcrirnaarr clacrah vang clitctaplian / tcriadi

kebutuhan vang urenclcsali- nralia aralr clan kcbi.jakan Lln.rLlur Ang_uaran

Pendapatan dan Belania I)acrah .scrta strategi clan prioritas

Anggararr Pcnclapatan dan llclanla I)au'alr vang tclalr clilakLrkan

perubahaur cian tclah cliscpakati tang-r:al I0 Novenrl-rer 2008:

triiltrva schubungan clcngurt hal tcrscbLrt pacla hurul'it. pcrlu rlilakLrlian

Pcrubahan Anguaran Pcttclapalan clarr llclania I)aeralr Plopinsi l\4aluLu

Utara Tahun Anugaran 200.9 clcngan l)craturan l)aerah:

Undar-rg - LJndang Nomor ll '['ahun 1985 tcntang Pajali. BLrnri dart

Bangunan (Lenrbaran Negara 'I'ahLrn l9tl5 Nomor 68. 'fanrbahan

Lenrbaran Negara Nnnror iil2 ) sebagairnana telah cliLrbah dengan

Urrdang lJndarrg Nonror l2 -l 
ahun 1994 t [.cmbaran Ne-qara 

-l-ahLrn

1994 Nornor (r2.'l'anrlrahan Lcrttbararr Ncsara Noutor'3369 1:

Undang - Undang Norror 21 T'ahun 1997 tentang [3ca l)erolehan

FIak Atas 'lanah c]an llansunan (l-cnrlraran Ncsara Talrurr 1997

Nomor -{4. Tanrl-reihan [.enrbalan Nesara Nonror 3688 ) :

[Jndang - L]nclang Norlor' l8 'l'alrLrrr 1999 tcntang Perryclcnsgaraan

Ncgara yanc. llcrsih chn llcbas clat'i KolLrsi. KorLrltsi dan

Nepotisnrc ( l.crnbaran Nc-rtara -lahut-t 1999 Nomor 7.5.'lanrbahan

Lernbaran Negara Nonror i85l ):

L)ndang - [-lndang Nonror' 46 l-alrun 1999 tcntans Penrtrentukan

Propinsi MalLrkLr tjtara. Kabupatcn lluru dan KabLrpaten N4aluku

Terrggara Barat (l.crnirarrarr Ncgaru '[.ahLur 
I 999 Norror' 171.

Tambalran l-cmbalan Negara Nonrur i8i)-5) :

lr

Mengingat : l.

2.

-).

4.



5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 40a8 );

7. Undang - Undang Nomor l7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Nomor a286);

8. Undang - Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4355 );

9. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Pertangungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4400 );

10. Undang - Undang Nomor 32 .Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;

ll.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200L tentang Pajak

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan

Lembaran Negara Nomor al38);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4574);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor l3g,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tarnbahan Lembaran

Negara Nomor 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Nomor a57B);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Pembagian

urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, pemerintahan Daerah

Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 919 Tahun 2008

tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah propinsi Maluku Utara
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rahun
Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur Maluku utara
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2008.

26. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah propinsi Maluku utara
Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 200g Nomor l);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

DAN

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN
ANGGARAN 2008.

Menetapkan



1

l'its:tl I

Perubahan Anggaran Pendapatau dan ISclania l)aeralr

berikut :

L I)cucla;'latarr

a. Senrula

b. Bertanrbah / Berkr-rrang

Jurnlah Per-rclapatau Setelah Pcrutraltarr

Belania

a. Semr"rla

b. Berlambah / Berkr"rrang

.Iumlah Belanja Setelah Perubahan

Surplus / Deflsit Sctclah l'erutiraltatt

Pentbial'anp

il. Pcneriuraan

l) Senrula

l-ahun Anggarran 2008 sebagai

ILp. (r2 | .113.322.489.6(r

l{1r. 42.161.61e.000.00

Ilp. (r63.93.1.9-11.489,66

l{p. 63(r."17i.i ll.-189.(16

Rp. -50.781.19-+ .61?.57

l{p. 6tt7.255.61 7 .102,23

l{p. (23.3211.675.61 2,57)

Itp. 15..108.77().000.00

Itp. l.l I 1.90-s.612.-57

Itp. 26.220.675.612,57

10 108.770.000.00

(1 .208.770.000.00)

Itp. 2.900.000.000.00

l{p. 23.320.675.612,57

Itp. 62.073.ti96.500,00

Ilp. 56l.ll(r I .044.989.(r6

llp _ I f2.qL)Q,1)(10.0{l0,9rl

2) Bertambah / Berkurartg

.lutnlalt Penerinraati Sctclah

b. Pengeluaratr

I ) Semula

2) Bertambah / Berkr-rrang

l)clubithan

Itp.

Rp.

Itp.

P:rsal 2

( l) I)enciapatan Daerah sebagaiuran;l ditttitksucl clalant l'asal I tercliri tlali

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semr"rla l{p. 58.612.?77.-500.00

i.-l(rI.(rI9.(XX).002). IJertatnbah / Berliurang ltp.

.lunilah Pendapatan Asli I)aclah Sctelah

.h.ullalt PengeIuaran SetcIah Perubahan

.lumlah Penrbial-aan Netto Sctclah I'erlthaltatt

Sisa Lehih l)cnrbiavaan Attggitt'ittr Sctclah

Pe rubahar-t

Perubahan

b. Dana Perirrtbangan

1). Semula

2). Bertantbalr / [3erkLrrang

.lunilah Dana Perirtrbangatt Sctelah

Pen-rbahan

,00

I{p. 5ft I .8(r 1.04-1.989,66



c. I-:rin - I.ain Pendapatan l)aclalr Yarrg Salr

I ). Scnrula ltp.

2) Bertambah / Bcrlir-rrarrg &r. IQ-0!8.0!Q,!0QJ0

.lunrlalr Lain -' Lain Pcndapatan

l)acnrh Ylng Salt Sctcllh l)cltrbulurrr ltgr. 2(1.000.00{).(X)0,(X)

(2) Pendapatan Asli Daeralr sebagainrana dinraksLrcl pacla a1-at (l) hurLrf'a terdiri dali .lenis

Pendapatan :

a. Pajak Daerah

l). Senrula

2). Bertambah / [3erkurang

.lr-rmlah Pa.lak Daerah Setelah

b. Retribusi Daeralr

l). Senrula

0

Itp. -15 l.-18 1."160.000,00

3(r.-1.52.000 000.00

0

I{p. ii.li9(r.182.500.00

llg__ .5.000.000.000.00

Perubahan Itp. 38.896.382.500,00

2). Bertanrbah / Ilcrliurans

Jumlah Retribusi Daerah Setelah

Pcrubaharr

Rp. I 1.067."{(rl 000.00

lllt. ((r11._&,!|!0LO(L

Itp. I 0.{25.51J0.000,00

c. I-lasil Pengelolaan Keliayaan l)aerah vang clipisahliarr

l). Senrula lLp.

2) Bertambah / Berkurang Ilp--
.lumlah Hasil Pengc'lolaan Kekal'aan

Daerah yang dipisahkan Sctelah Perulraharr Itp.

d. Lain - Lain Pendapatan 1,'ang sah

1). Semula Ilp. 13 648.-ll-1.000.00

Itp. lfJ')!.)QA._QQ!-q!_)l) lJertanrbah / Bcrl..irrarrs

.lunrlah Lain - Lain Pendapatan

vang Sah Sctelah Perurbahaur I{p. 12.751.93.1.000,00

(3) Dana Perinrt'rangaur sebagaimarta clirraksrld pacla arlt (l) hrrrul- [r tercliri clari .lenis

Pendapatan :

a. Dana Ba-rli Hasil

l). Semula llp. 71.927.584 989.66

2). Bertambah / Berkurang Rp-_19.0!0-QQQJ0!.00

.lunrlah Dana Bagi Ilasil Setclah PcrLrl'raharr l{p. 93.927.58-1.9119,6(r

b. Dana Alokasi LJnturtt

I ). Senrula ltp. -{-51 .-18 I .460.000.00

2). Bertanrbah / Bcrlturang ltp. 
-

.lumlah Dana Alokasi LIrrLrnr Setelah

0

0

Daerah

Perubahan

c. Dana Alokasi Kltusus

l). Settrula lLp.

2) Bertambah / Berkr"rran,' Ilp.

.lumlah Dana Alokasi Khlrsus Setelah

Perubaltatr It p.36..t52. 000.000,00



(4) Lain - Lain Pendatr'ratan Dacrah Yang Salt scblr.ainlrrra clirnaksrrcl pacla avttt (l) hurul'c

tcrcjiri dari .lcnis l)cnclapaLan :

r. Ilibah

l). Senrula

l) Ilcrtanrbah / llcrl.,urarre

.Jr-unlah Pendapatan FIibah Scte lah

b. Dana Darurat

I ). Scnrrrla

2). Bertanrtrali / Bcrkurang & l_QJlrD,00_0.00QJ0 _

.lunrlah Dana Dana DarLrrat Sctclah

Perubahan

Ilp.

lip.

l)crubahurr

Itp.

Rp.

Bp 
-_

llp.

l)aerah l-ainnva

0

__q

Itp.

0

0

Itp.

0

I{p. 20.000.000.000,00

c. Dana llagi Hasil Pa.jalt

I) Semula

2) Bertanrtrah / Berkurans

.lunrlah Darra iSagi Hasil l)a.iak

Setelah Perubahan

Dana Penl'esuaian dan Otononri

l). Semula

2) Bertambah / Berkurang

1). Semr-rla

2) Bertambah / Berkr"rrans

Rp.

Bl__

I ltp.

I{husLrs

t{p.

Bs--

0

0

d.

e.

.lunrIah Dana Pen1''esuaian clan Otonorli

Khusus Setelah Perubahan

Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Penrclintah

.lr-rrnlah Bantuarr Keuangarr clali Propinsi atau

Pemerintah Daerah Lainrtva Setelah Pcrubahan

Pasal 3

(l) Belanja Daeralr sel"ra-{airrrana clinraksLrd clalanr l)asal I tcriclir clari :

a. Belania 
-fidak 

Langsuug

l). Semula lip. :i-1.881 .f144.4(r7.00

2). Bertambah / Berkurarrg lfp. (2.976.()54.117.43\

.lumlah Belania Tidak Laugsirng Setelah

Perubaharr

b. Belanja l-angsung

l). Sentula

2). Bertambah / Berkuran-u

.lumlah Belanja Lau-esung Setelah

Perubalrau

Itp. 231.90{.890.3.19,57

Rp. 401.-591.478.027.66

Lrp. si.75q.2+8.23

l{p. -155.35 0.7 26.7 52,66



(l) Rc-lanja'fidak [.angsrrtrg scbagairnarra c]inraksircl clularn avat ( l) hLrrLrf'a tcrcliri dari.lcnis

bclania:

lr. llcllrrrilrl'ctlrrrlri

I ). Scrrrrla lip. l-17.0lli.-l-+S.10.+.(X)

I ). llcrtrrnrlrirlr llcll\ulirns IiP. (l() I l().()()6.751.-li)

.lr"rnrlah llclania l)csawai Sctclah ['cnrtrahurr l{p. l2(r.tlftlt.J5l.3-19,57

tr. Bclanja Bunga

1 ). Sct-ttulit

l). llcrtlrrnlrith' l]ct'liLtt'attg

.lunrlah Ilclania Burtsa Sctclalr

c. Bclania SLrbsidi

l). Sentttla

l). Ilcrtarnl'ralt ' 13ct'kurattg

.lunrlali Ilclania Subsidi Sctclah

cl. Ile lanja IIibah

I ). Scttrttla Ilp. ll.(XX).(XX).(XX).(X)

Llp. -1..(il)0-0(X)-q)Q.{)(l

llp.

l(p

l)cnlbalran

0

1l

Itp.

0

{I
Itp.

Itp. I tl.(r00.000.000,00

Itp.

rlp.

I)cnr[rirltln

l) llcrtanrbah / IScrkLrralrg

.lr-rnrlalt Ilclania I.libah Sctclah

e. l3elania IJantuatr Sosial

I ). ScttrLtlii

l). Bertambalt / Berktrrartg

.lr-rmlah [3elan-ia Bantuatt Sosial

l{p. +7..11.i.0(X).0(X).(X)

.l-ip. - 1/.r3(Il,{f,11!qgl
Setelah

I)clut'xrhan

Perubaltatr

l. Bclania flagi tlasil

I). Sctnulit

l). Ilcrtaurbalr / 13crl,.Lrnutg

.lrrrrtlult llclanf a [3agi I Iusil Sclcllh

g llelarr.ia lJatttttittt Kctratigatt

I ). Scrnula

2). lJeltantbah / Be rktrrartg

h.

Itp. 57.23J.1-10.000,00

llp. 17.18+.961.1(ri.0{)

[ilr. .lt 9-+.i.:l]0.(;7.0t)

I'crtrl.rllrur ltJl.2(r.230.39-1.(XX),{X)

l{p

Ittt

.l.i().(xx).(xx).00

li.70i.-+ j i.000.(x)

L6 J ) I, ti=2_ti .qll0.!I|).)

0

Itp. J50.(XX).000,(X)

.lunrlah [3clarr.ia Bantuan Kculttrgan Sctcllrh

[)crubaltart

Belania 
-l-idak 

TerdLrga

I ). ScrttLtla llp.

2). Bcrtantbath / Ilcrlttrrarts llp.

.lunrlah fle lanf a 'l iclak 
.lcrcltr!:a 

Scte lah

Pe nrbaltau Itp. 2.501.(r05.000,00

( I ) liLrlul' b tercliri clari ienisBelanja [,artgsurtg sct'ragailttatta clitttalisttcl cl;.tlltttt il-r'ilt

belania:

a. Belania Pegarn'ai

l). Semula l{p. 18.519.716.000-(X)

l). Bcrtambah / lJcrkLrrartg IIU L(r-46-f:jS.0Q0.Q-Q

(-r I



b. Belanja Barang dan .lasa

I ). Semula ltp. l7 | .692.387 .514,66

2). Bertambah / Berkurang Rp. 8.740.032.35g.00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah

Perubahan Rp. 180.432.419.972,66

c. Belanja Modal

l). Semula Rp. 191.359.364.508,00

2). Bertambah / Berkurang RV 34.292.579.372.00

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 225.651.942.gg0,00

Pzrsal 4

(l) Pembiayaan Daerah sebagaimana dirnaksud dalarl Pasal I terdiri dari :

a. Penerimaan

l). Semula Rp. 25.108.770.000.00

2). Bertarnbah / Berkr,rrang Rp. 1 .l 1 L905.61 2.-57

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan tRp. 26.220.675.612,57

b. Pengeluaran

l). Semula Rp. I 0. 108.770.000,00

2). Bertambah / Berkurang Rp. (7.208.770.000.00)

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 2.900.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana din-raksud pada ayat ( I ) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA TA sebeh-ulnya

l). Semula

2). Bertanrbalr / Berkurang Rp. 1 I .220 .67 5 .612,57

Jumlah SiLPA TA sebelumnva Setelah

Perubahan

b. Pencairan Dana Cadangan

l). Semula Rp.

2). Bertambah / Berkurang Rp. 0

Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah

Perubahan Rp.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

l). Semula Rp.

2). Bertambah / Berkurang Rp. 0

Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah Setelah

Perubahan

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Rp.

l). Sernula Rp.

2). Bertambah / Berkr,rrang Rp. 0

.lumlah Penerimaan pinjaman Daerah Setelah

Perubahari Rp.

Rp. 26.220.67 5.612,,57

0



e. Penerimaan Kernbali Pemberian Piniaman

I). Semula I{p.

2). Bertambah / Berkr.rrang &p.
Jumlah Penerimaan Kembali Pernberian Pinjaman

Setelah Perubaharr

f. Penerimaan Piutang Daerah

I). Semula

0

0

Rp.

Rp. 10.1 08.770.000.00

2). Bertambah I Berkr-rrang Rp. (-10.108.770.000.00t

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah

Setelah Perubahan Rp.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1). Semula 0

02). Bertambah / Berkurang ep-

.Tumlah Pembentukan Dana Cadansan

Setelah Perubahan ttp.

b. Penyertaan Modal / Investasi Pernerintah Daerah

1). Semula Rp. 10.108.770.000.00

2). Berlambah / Berkurang Rp. (7.208.770.000.00)

Jumlah Penyertaan Modal / Investasi Pemerintalr

Rp.

Daerah Setelah Perubalian

c. Pembayaran Pokok utang

l). Semula

Perubahan

d. Pemberian Pinjaman Daerali

l). Semula Rp.

2). Bertambah / Berkr"rrang Rp=

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan

Obligasi Daerah Setelali Perr"rbahan

Rp. 2.900.000.000,00

0

0

0

Itp.

2). Bertambah / Berkurang Rp. 0

Jumlah Pembayaran pokok Utang Setelah

Ilp.

ttp.



Pasal5

uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud Pasal lo tercantum dalam Lampiran

Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran pendapatan dan

Belanja Daerah;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran pendapatan dan

Belanja Daerah Menurut urusan pemerintahan Daerah dan

Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja

Daerah Menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi sKpD,

Pendapatan, Belanja dan Pembi ayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, program dan Kegiatan;

5. Lampiran v Rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk

Keselarasan dan Keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan

Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran vI Daftar Perubahan Jumlah pegawai per Golongan dan

Per Jabatan;

7 - Lampiran vII Laporan Keuangan pemerintah Daerah yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan - kegiatan tahun anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali

dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur Maluku Utara

menetapkan Peraturan tentang Penjabaran perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 200g.



Pasal I

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate,
PadaTanggal 5 Desember 2008

GUBERNUR MALUKU UTARA

Diundangkan di Ternate,

PadaTanggal j Desember
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2008
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